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ARBSTRAK

Pembangunan ckonomi berkaitan dengan suatu usaha Jangka panjang yang
dilakukan  secars  terus-menerus  untuk  meningkatkan  kemakmuran  serta
tesejahterasan masvarakat, Dalam upaya kearah terscbut serta meningkatkan
penghasilan bagi masyvarakat vang berpenghasilan rendah, untuk itu kredir dengan
sistim gadai sangat sesuai dengan kondisi masvarakat Indonesia karena kredit
capat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah serta pelayanan vang
cepat. Dalam sistim gadai ini terdapat pedanjian antara pihak debitur yaitu
masvarakat vang membutuhkan dsna dengan Perusahaen Umum Pegadaian
sebopai kreditur, dar perjanjian ini timbul hak dan kewajiban diantara para pihak
nantinya. Pengaluran mengenai gadai ini terdapat dalam Pasal 1150 sampai
dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sostologis, untuk
rmenggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian gadai pada Perum Pepadaian
cabang Terandam Padang, apa vang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam
pelaksanaan gadai dan akibat hukum bagi pemepang gadui terhadap kehilangan,
kerusakan f kemerosotan nilai benda karena kelalaiannya, kemudian data vang
diperodeh dari penelitian akan disusun dan disnalisa vang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan, pandanpan pakar termasuk Juga pengalaman
peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan
remberian gadai sanpatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam wakiu yang
relatil’ singkat, dengan memenuhi ketentuan vang telah ditetapkan oleh Perum
Pegadaian cabang Terandam Padang dan ditkud dengan penyershan benda
sebagal jaminan kepada pemegang sadai maka telah lercipta kesepakatan gadai,
darl kesepakatan terscbut pember gadsi mempunyai hak untuk menerima barang
jaminan dalam keadaan baik setelah hutang dilunasi, sedangkan kewsjibannya
2dalah melunasi pinjaman ditambah sewa modal dalam tengpang wakm vang
t=lah disepakati. Sedangkan hak dari pemegang cadai adalah menerima pelunasan
alas pinjaman dan sewa modal vang telah ditentukan, dan kewajibannya adalah
memelibara harang jaminen nasabah denpan sebaik-baiknya, sedangkan tangoiung
jawab Perum Pepadaian terhadap barang jaminan vang hilang, rusak atau
merosoinya nilai benda karena kelalsiannva dalam menyimpan benda padai
zdalah berupa pemberian panti kerugian sebagaimana ditentubkan dalam akig
sredit yakni sebesar 125% dari nilai objek vang digadaikan,



BAB1
PENDAHULUAN
& Lstar Belakang Masalah
Kemajuan zaman dewssa ini yang serba cepat, memaksa pemerintah

oomezsia untuk berusaha lebib gial dalam melaksanakan pembangunan disepala

“szgala bidang kebidupan wang senpaje dilakukan berdasarkan suaty rencana
=i yang bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup
mesyarakat, balk secars materil maupun spiritual, salah satu bidang pembangunan
==tz7il adalah bidang ckonomi,

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka PENJANgE yang
—ZeukEn osecara  lerus  menerus  untuk  melanjutkan  dan meningkatkan
cemzxmuran serta kesejehtersan  masyarakat. Dalam  upaya meningkatkan

cemakmuran dan kescjahteraan masyarakar serta menambah penphasilan bagi

—esparakal yang berpenghasilan rendah, harus dilakukan secara maksimal usaha-
==z kearah tersebut, walaupun dalam pelaksanazannya terdapat  berbagai
E==fitAn.

Resulitan serupa juga dirasakan oleh golongan pengusaha dan pedagang
«=- untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usthanya. Tersedianyva modal
~=7z merupakan faktor yang penting sckali untuk ternenuhinya kebutuhan baik
=z bersifat konsumtif maupun produkeif Dalasa hal ini peran serta dari

semenintah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut, diantaranya



didalam pengambilan  kebijakan pemerintah dibidang  ekonomi vang selalu
diarahkan kepada perbaikan taraf hidup dan perekonomian rakyat.

Untuk  menjawab tantangan  tersebut  Perusahaan  Umum  {Perum)
Pegadaian adalah salah satu jawabannya, dimana Perusahaan Umum Pegadaion
merupakan salah sate bentuk penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga vang
refatif rendah.  Masyarakat yang ingin  memperoleh  kredit dilavani oleh
Perusahaan Umnum Pegadsian dengan cara menyerabkan barang jaminan dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan juga untuk tsuhanyva
agar dapat dikembangkan supaya jauh lebih baik lagi,

Rredit denppan sistim gadai sanpat sesual dengan kondisi musyarakat
[ndonesia sekarang ini karena kredit dapat diperoleh dengan persyaratan yang
sederhana, mudah serta pelayanan yang cepat, Sistim ini merupakan salah satu
alternatif vang ideal terutama hagi golongan ekonomi menengah kebawah, Hal ini
senada dengan wjuan dari Perusahaan Umum Pegadaian yvang termuat dalam
Peraturan Pemerimiah ([ PP ) Republik Indonesia Mo. 103 Tahun 2000 tentang
Perum Pegadaian, pada Pasal 7 perusahaan ini bertuyian untuk:

a. Terut meningkatkan kescjahieraan masvaraka khususnya menengah
kebawah melalui penyedizan dana atas dasar hukum gadai dan jasa
dibidang keunngan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

b. Menghindari masvarakal dari gadai pelap, prakiek riba dan perjanjian
takwajar lainnya,

Dalam sistim padai ind terdapat perjanjian atau kesepakatan antsra pihak
debitur yaitu masyarakat vang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak
rreditur yakni Perusihasn Umum Pegadaian sebagai penvedia dana, Perjanjian ini

memimbulkan hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur, Adanya

Id



kewajiban bagi pihak debitur untuk menyerahkan sejumnlah barang vang dijadikan
Jaminan dan adanyva hak dari pihak kreditur untuk menerima sejumlah barang
jaminan terscbut sebagai jaminan apabila pihak debitor wanprestasi' Hal ini
sesual dengan st Pasal 1131 KUH Perdata vaitu: *Sepala kebendaan siherutany,
baik vang berperak maupun tidak bergerak, baik yang sudab ada MEupun yang
baru akan ada di kemudian her, menjadi tangpungan uncuk segala perikatan
perscorangan’.

Penyerahen barang jaminan dari pihak debitur kepada pihak keeditur ini
merupakan  perjanjian tambahan (eccesoir) yang sifatnya selaly mengikuti
perjanjian pokoknya vaitu perjanjian peminjaman vang. Jaminan yang dimaksod
adalah jaminan alas barang bergerak berwujud vaity cadai (Pand), hal ini diatur
dalam BAB XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata dan
lembagn yang berwenang menanpaninya adalabh Perusshaan Umum {Perum)
Pepadaian.

Pada snat sekarang ini dapat kita lihat dimana dalam prakiek pemberian
wredil dengan jaminan gadai telah banyak ditinggalkan oleh lembaps penyvalur
sredit lainnye seperti bank yang memakai jaminan secara fidusia. Hal ini sejalan
Cengan keadsan masyarakat yang menghendaki adanya jaminan secara fidusia ini,
samun denukian lembaga jaminan gadai u:t:;p hala tipakai dan dipercaya
seberadaannys di tengah-tengah masvarakat, ﬁala-lﬁq LLE@J;"T&% dari tshun

r’ Lipe
setahun makin terlihat jelas karena masyarakat H’@ rﬁ{fb_ké;n Yeterset

~4s 4%2 44y, ]
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BAE III
HASIL PENELITIAN DAN PENMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Pemberinn  Gadai Pads  Perum Pegadaian  Cabang
Terandam Padang

Penyaluran kredit padal yang merupakan produk wtama dari Perum
Pegadaian memiliki prosedus yang sangat sederhana, mudah dan cepat, Dengan
meminjam unng secara gadai pada Perum Pegadaian, ini merupakan langkah yang
efektif dan paling efisien bagi masyarakat vang memerlukan pinaman uang dalam
waklu vang singkat. Dilihat darl perjanjian vang akan di adakan oleh Perum
Pegadaian dengan pemberi gadai (debitur) dapat kita ketahui bahwa perjanjian ilu
adalah merupakan perjanjian baku ( standart contract ), dimana debitur tidak
mempunyai pilihan lain, selain menerima ataw tidak svara-syarat vang telah
ditetapkan sendiri oleh Perum Pegadaian.

Untuk mendapatkan kredit pada Perum Pepadaian, calon debitur tidak
akan melalui prosedur vang panjang dan berbelit-beiit, namun begity Perum
Pegadaian wlah  menpparisbawahi  syarat-svarat vang  harus dipenuhi  untuk
memperaleh kredit gadai vait:

L. Nasabah wang mengajukan permohonan harus dapat dipertanggung

jawabkan,

-2

Barang vany dijadikan jaminan tidak dilarang oleh peraturan perundang-

undangan vang berlaku,

i

Barang juminan ity harus mempunyai nilai atau harga secara umum,

41



4. Masabuh { debitur ) yang bersanghkutan menyetujui atau  bersedia
memenuhi ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian,

Denpan telah dipenubinya svarat atau ketentuan-ketentuan yang {elah
dikeluarkan oleh Perum Pegadaian, make sescorang vang ingin mendapatkan
pinjaman atas dasar hukum gadai akan segera dapat dipenubi, Adapun tahapan
vang harus dilalui dalam pelaksanaan pemberian gadai untuk mendapatkan kredit
prclia Perum Pegadaian cabang Terandam Padang adalah sebagai berikut:

I Calen nasabab ( debitur ) dapat datang langsung ke loket yang telah
tersedia dengan mengist formulir permintaan kredit dan menyerahkan
benda vang akan dijadikan jaminan denpan menunjukkan kartu tanda
pengenal (XTP) atau surat Kuasa, apabila pemilik barang tersebut tidak
bisa datang sendir,

Terhadap benda jominan vang berupa baring-barang clektronik dan
perhiasan  (emas) harus dilengkapl dengan  faktur atan  kwitansi
pembelian sedanghkan tethadap kendarasn bermotor ( sepeda motor dan
mobil ) harus disertai denpan bukti kepemilikan kendaraan bermotor

(BPEE) begitu juga dengan surat tanda nomer kendaraan (STNK) nya,

I-2

Burang jaminan tersebut diteliti kualitasnya oleh juru taksi Jengan
mepgacy  pada Buku Peraturan Menaksir untuk di taksic puna
menetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleb nasabah,
Besamys vang pinjaman telah dikelompokkan oleh Perum Pegadaian
berdasarkan Surst Edaran Direkior PERUM Pegadaian No: 72 / UL 1.

DOZTY /2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang petunjuk pelaksanaan



BADL IV

* PENUTUE

ESIMPULAN

[yari semus vang ielah pendlis Jabaian pula hohebah sebelumnya, maks pada

ini penulis skan mencobs menyimpuikan hasil penelitian vang telah penulis

ukan, yaitu:
Pada dusarnya didalam PP No, 103 tabun 2000 tidak dinyiuakan secara legos
bapaimana pelaksanaan pemberian gadai | wetapl disini hanya dibbk beratkan
buhwa perusahzan diberl tugas dan wewenang untuk menyelenggankan
kegiatan usaha untuk menyalurkan vang pinjoman atas desar bukem gadai.
Begitn juga dalam KUH Perdata (Pasal 1150 — 1160) gadal bam terjadi
apabila telah terjudi peraliban penguasain barang kepads penerima gadal
Berdusarkan kedua aturan i maka Perum Pegadaian cabang Terandam
Padang Lelah berusaha entek melaksarakan pernberian gadal dengan cara
cogederhama mungkio agar lidak mempersuli nasabah dalam memperoleh
pinjaman gadai., kal ini masib sgie herlangsung sampal swal sekarang ini dan
erpukt efusien dalam peluksansannya.

7. Perjanjian gadai menimbuikan hak dan kewajiban bagi para pihak, adoapun

hak pihak pegadaian wdalair menerma angsur jrokok pinjaman dar sewi

meodal dalam waktu vang ditentekan don menjual barsng vadai jika pemben

-

patai tidok memenuni Lowgiibannya setelal lampan wakt, Klewajiban
pihak pegadaien adalzh menjaga bamng gadai sebaik baiknya, dan

bertangoung jawah atas kerugian nasabah lerhadan barang padal sejauh hal



ite terjadi akibat kelalasarmva, Hak pemberi gadai adalal menerima uang
godai dari pererima padal, dan berhak aas barang padai apalbily hutang
pokek, sewa modal dan biava lainnva telah dilupasi Koewaiiban pemher
gadal adalab menyerabkan barang gadai. membavar anpsuran pokok dan
sewa modsl dan membavar biaya vang dikeluarkan oleh penerima wicla
untuk menyelamarkan barang zadai.

3. Akibat bukum bagi pemegang padal apabila teriadi kehilingan, kerusakan
atan kemerssetan nilai benda karens kelalsiannye dalam menvimpan henda
:_:EI':'J’!Ii adalal |'Ii|'li’!}i :':':.'E:I-'.liliill'l |‘.-;_":L-;_'l.'.';|_ii|'|;||'| il L |.;._-|-|_3:__;i;|-_-|
tethadap nasabah atas barang jominan tersebur, Bentuk Tl ragi tersehut
sebelumeya telal ditertukan dalam SBR. adapun bamiok pants fugi wersehan
berupa memperbaiks bacine faminan wesehut jika rusak don mengeantinyg
bila terjacdi kehilangan sy musnah karesa sesuag hadb difuar
kemampuannya, Sedangkan terhadap kemerosatan snilai berda, dizsind tdak
dapat disimpulkan karenn dalam prakreknya tidak ditemukan pada Perom
Pegadutan Cabeng Terandam Padang.

B. Saran - saran
|. Dengan begite sederhananva pelaksanaan pemberion gadai hendoknva

Perum Pegadaian  cabang  Terandam  Padang  lebih  membuka /
memperbanyvak allernatif benda vang dapar dijmlikan objek gadsi. yvakni
tidak saja terbadap benda bergerak berwdiud namun hendaknya dapat pula

diberkan techadap benda bergerak tidak berwujud,

1
-



2o Uk Tebih weraminnya hak  debitug vang berada poda pesisi lermah

!_._.-

dibancding kedodukan kreditur, maka dirasa perlu untuk membual suate
ketentuan / peraturan untuk melindunpi hak debitur, karena debitur dising
adalah merupakan pemakai jasa kenswmen) dari Perum Pegadajan,

Umuk menghindari segala bentwk resiko dan kemungkinan kerugian
dikemudian hari, hendaknva Perum Pepadaian betel-betul selektf dalam
menerima barang vang akar dijadikan Jaminan gadai. dan dalam menyimpan

benda gadai agar lebih memperhatikan sifal dari benda tersebiut, mana henda
vang buteh perawatan, mana henda vang seharusnya dipoking, mang benda

vang madah karatan, dan lain sehagainya,
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